BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari analisis permasalahan dapat dibuat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam
dalam mengembangkan kemamupuannya baik secara konseptual maupun
skiil dalam menunjang aktifitas yang akan dilaksanakan.

2. Kesehatan merupakan kondisi seseorang yang dinlai kurang sehat sehingga
perlu dibekali dengan bantuan dana kesehatan terutama bagi masyarakat
yang dianggab tidak mampu.

3. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat masyarakat
yang pada tataran tertentu masyarakat dapat berusaha untuk bangkit dan
mengalami sebuah perubahan pada tingkat kehidupan yang pada awalnya
berada pada tataran kemiskinan dan beruapa untuk kedepan untuk hidup
lebih baik.

5.2. Saran
Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat
dirumuskan saran sebagai berikut untuk diperhatikan:
1. Dibutukan adanya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan bantuan
kepada masyarakat yang bterkategori miskin terutama pada Pendidikan agar
mereka bisa terbantu dalam menyekolahkan anak-anaknya guna mendapatkan

ilmu yang layak dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan bangsa.
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Perlu ditingkatkan adanya bantuan dana kesehatan kepada masyarakat desa
Lorotolus sehingga mereka dapat menggunakan untuk melakukan
pengobatan secara teratur guna memperoleh kehidupan yang sehat dalam
keluarga mereka.

Dibutukan adanya peningkatkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan oleh
pemerintah agar masyarakat merasa terbantu dalam rangka pemenuhan

kesejahteraan hidup masyarakat Desa Lorotolus.
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